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BAB IV 
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Dinas Kehutanan Provinsi Pekanbaru 
 Obyek penelitian yang digunakan dalam peneitian ini adalah Dinas 
Kehutanan Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 
Riau No. 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi 
Riau. Maka Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana Pemerintah 
Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, yang terletak di jalan Jend. Sudirman 
No. 468. 
4.2 Gambaran Pelayanan SKPD 
 Provinsi Riau secara geografis terletak pada posisi 01°05’00” Lintang 
Selatan sampai dengan 02°25’00” Lintang Utara dan 100°00’00”  sampai dengan 
105°05’00” Bujur Timur dengan luas wilayah ± 107.923,71 km² atau 10.792.371 
Ha, dengan prosentase wilayah daratan + 8.915.016 Ha (82,60%) dan perairan +  
1.877.355 Ha (18,40%).   
Secara geografis, terletak pada jalur yang sangat strategis yaitu pada jalur 
perdagangan regional dan internasional di kawasan ASEAN. Hal ini dapat 
dijelaskan dengan melihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lain 
sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara  : Provinsi Sumatera Utara, Selat Singapura dan 
Selat Malaka. 
 
   40 
41 
 
b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.  
c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.  
d. Sebelah Barat  : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 
Berdasarkan pengelompokan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana 
terlihat pada Peta Wilayah Provinsi Riau, terdapat 15 sungai dan 4 sungai besar 
diantaranya mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan air yaitu: 
1. Sungai Siak, panjang 300 km, dengan kedalaman 8 - 12 m. 
2. Sungai Rokan, panjang 400 km, dengan kedalaman 6 - 8 m. 
3. Sungai Kampar, panjang 400 km, dengan kedalaman sekitar 6 m.  
4. Sungai Indragiri, panjang 500 km, dengan kedalaman sekitar 6 - 8 m.  
Keempat sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit 
Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Pulau-pulau yang 
terdapat di sepanjang pantai wilayah Riau berhadapan dengan muara sungai-
sungai besar tersebut, seperti: Pulau Lalang, Rupat, Bengkalis, Padang, Ransang, 
Tebing Tinggi, Penyalai, Serampang, Muda, Pancung, Kateman, dan lain-lain. 
Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, 158 kecamatan dan 
1.840 desa. Luas wilayah Kabupaten/Kota dan persentase terhadap total luas 
Provinsi Riau serta ibukota masing- masingnya ditunjukkan pada Tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Luas Wilayah Kabupaten/Kota  Provinsi Riau 
 
No Kabupaten/Kota Ibukota Luas (Ha) 
1. Kuantan Singingi Teluk Kuantan 520.216 
2. Indragiri Hulu Rengat 767.627 
3. Indragiri Hilir Tembilahan 1.379.837 
4. Pelalawan Pangkalan Kerinci 1.240.414 
5. Siak Siak Sri Indrapura 823.357 
6. Kampar Bangkinang 1.092.820 
7. Rokan Hulu Pasir Pengaraian 722.978 
8. Bengkalis Bengkalis 843.720 
9. Rokan Hilir Bagan Siapi-Api 896.143 
10. Kepulauan Meranti Selat Panjang 360.703 
11. Pekanbaru Pekanbaru 63.301 
12. Dumai Dumai 203.900 
 Jumlah  8.915.016 
 
Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2013 sebanyak 6.125.283 jiwa 
dengan laju pertumbuhan penduduk 3,31 % dan kepadatan penduduk 68 jiwa/km.    
Luas daratan +8.915.016 Ha (82,60%) dari luas wilayah Provinsi Riau, 
sebagian besar adalah kawasan hutan, yaitu  +4.182.359 Ha (46,91%) dari luas 
daratan Riau. Luas  non  kawasan hutan 4.277.964 hektar (49,75%) serta hutan 
mangrove/bakau/perairan seluas 138.433,62 hektar (1,61%), dengan rincian 
sebagai berikut :  
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Tabel 4.2  
Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Fungsinya 
 
No  Fungsi  Luas (Ha) 
1. Hutan Suaka Alam/Taman Wisata 531,852.65 
2. Hutan lindung 228,793.82 
3. Hutan Produksi  
 - Tetap  1,605,762.78 
 - Terbatas  1,815,949.74 
4. Hutan produksi yang dapat 
dikonversi/APL 
1.913.136,00 
5. Hutan Mangrove/Bakau 138,433.62 
6. Areal Penggunaan Lain (APL)-Pelepasan 1.913.136,00 
 Jumlah  8,598,757.00 
 
4.3 Sumber Daya SKPD 
Sumber Daya SKPD jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
sampai dengan Maret 2015 adalah sejumlah 276 orang, dengan tingkat pendidikan 
dari Sekolah Dasar sampai dengan Pasca Sarjana. Berdasarkan eselon dan sesuai 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 24 
Desember 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, pegawai Dinas 
Kehutanan Provinsi Riau terdiri dari eselon II sejumlah 1 orang, eselon III 
sejumlah 8 orang dan eselon IV sejumlah 24 orang. 
4.3.1 Kualifikasi Pendidikan 
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi 
Riau Tahun 2014 adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.3  
Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau  
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  Tahun 2014 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah  
1. PNS/CPNS  
a. Sekolah Dasar 2 
b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 3 
c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 136 
d. Diploma 7 
e. Sarjana  101 
f. Pasca Sarjana 27 
 Jumlah  276 
2. Non PNS  
a. PTT 1 
 Jumlah  276 
 
4.3.2 Pangkat dan Golongan 
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi 
Riau Tahun 2015 adalah sebagai berikut :  
Tabel  4.4   
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
berdasarkan  Pangkat dan Golongan Tahun 2015 
 
No  Pangkat/Golongan Jumlah 
1. Golongan I / Juru 1 
2. Golongan II / Pengatur 58 
3. Golongan III / Penata 198 
4. Golongan IV / Pembina 19 
 Jumlah  276 
 
4.3.3 Fungsional 
Berdasarkan jenis jabatan fungsional, Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
hanya terdapat 1 (satu) jenis jabatan fungsional yaitu Polisi Kehutanan (Polhut). 
Jumlah Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2015 adalah 
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sebanyak 33 orang, namun demikian tidak semua Polisi Kehutanan tersebut 
masuk dalam jabatan fungsional. Berikut ini adalah jumlah Polisi Kehutanan pada 
Dinas Kehutanan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2015 : 
Tabel 4.5  
Jumlah Polisi Kehutanan pada  
Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2015 
 
No Jabatan Jumlah 
1. Fungsional 33 
2. Non Fungsional 1 
 Jumlah 34 
 
4.3.4 Jenis Kelamin 
Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
Tahun 2015 adalah sebagai berikut :  
Tabel 4.6  
Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau  
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 
 
No  Jenis Kelamin Tahun 2015 
1. Laki-laki  205 
2. Perempuan  71 
 Jumlah  276 
 
4.4 Visi Misi Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
4.4.1.  Visi 
Adapun Visi Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu: Terwujudnya sumber 
daya hutan Provinsi Riau yang lestari untuk kesejahteraan rakyat. 
Penetapan Visi Dinas Kehutanan Provinsi Riau dilandasi : 
1. Bahwa kelestarian hutan menjadi prinsip bagi penyelenggaraan 
pembangunan kehutanan serta pengurusan hutan, hal ini sejalan dengan 
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prinsip-prinsip yang diacu secara global, yaitu Sustainable forest 
Development. 
2. Bahwa keberadaan hutan yang terjaga kelestariannya mutlak harus ada 
karena merupakan salah satu sistem penyangga kehidupan. 
3. Bahwa kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan, karena faktor 
kesejahteran sangat berkaitan mutlak dengan eksistensi hutan. 
Kesejahteraan masyarakat diperoleh sebagai akibat dari keberadaan hutan 
yang lestari akan mendorong masyarakat yang diperoleh sabagai akibat 
dari keberadaan hutan yang lestari akan mendorong masyarakat untuk ikut 
merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hutan (sense of 
belonging and sense of responsibility). 
4.4.2.  Misi 
 Adapun yang menjadi Misi Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu: 
1. Memantapkan Kawasan Hutan Sesuai Fungsinya 
Misi ini bertujuan untuk : 
a. Mewujudkan kepastian, status kawasan, inventarisasi, dan pemantauan
 sumber daya hutan. 
b. Mewujudkan penyusunan rencana makro kawasan hutan provinsi. 
c. Memperoleh kepastian hukum kawasan hutan KPHP Minas Tahura. 
d. Meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan. 
e. Memantapkan penyediaan data dan informasi Kehutanan Provinsi. 
f. Memantapkan sistem jaringan data Kehutanan Provinsi. 
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g. Meningkatnya pencegahan perusakan hutan dan kawasan hutan yang 
disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan 
dan penggunaan kawasan hutan non procedural. 
2. Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial 
Misi ini bertujuan untuk: 
a. Tertutupnya lahan kritis pada kawasan KPHP Model Minas Tahura. 
b. Menurunkan luasan lahan kritis. 
c. Meningkatkan efektifitas kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan 
pada lahan kritis dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS. 
d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan 
hutan. 
e. Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat. 
f. Meningkatkan jumlah sumber benih tanaman kehutanan. 
3. Mengoptimalkan Perlindungan dan Konservasi Hutan. 
Misi ini bertujuan untuk: 
a. Mempertahankan fungsi hutan. 
b. Terjaganya kawasan hutan KPHP Model Minas Tahura. 
c. Meningkatnya pencegahan perusakan hutan dan kawasan yang 
disebabkan  oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan 
dan penggunaan kawasan hutan non prosedural. 
d. Menertibkan penatausahaan bahan baku industri kehutanan. 
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e. Mengurangi terjadinya kebakaran hutan/lahan, perambahan kawasan 
hutan, pembalakan liar, tertanganinya tindak pidana kehutanan, dan 
terjaganya kawasan hutan. 
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan yang Berwawasan Lingkungan 
Misi ini bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang 
berwawasan lingkungan. 
b. Pengurangan emisi karbon dan deforestasi dan degradasi hutan 
(REDD+). 
c. Memantapkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan dan 
pengendalian yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
d. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). 
e. Meningkatkan fungsi perbaikan lingkungan pada areal konsesi hutan 
tanaman. 
f. Mengoptimalkan manfaat dan fungsi hutan. 
5. Menguatkan Kelembagaan dan Kewirausahaan Masyarakat Sekitar Hutan 
Misi ini bertujuan untuk: 
a. Meningkatnya peran lembaga masyarakat di sekitar hutan untuk 
berusaha di bidang kehutanan. 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 
6. Meningkatkan Peran Swasta Kehutanan dalam Pembangunan. 
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Misi ini bertujuan untuk: 
a. Meningkatnya peran serta badan usaha pada sektor kehutanan dalam 
pembangunan hutan yang lestari. 
b. Pemantapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh 
pemegang ijin usaha di bidang kehutanan. 
c. Meningkatkan peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan 
masyarakat sekitar hutan. 
4.5  Sasaran  
1. Menyempurnakan prakondisi pembangunan Kehutanan berupa 
peningkatan kegiatan inventarisasi dan evaluasi untuk mengenal kondisi 
hutan dan pengukuhan hutan untuk memberikan jaminan teknis dan 
yuridis dalam rangka pemantapan kegiatan pengelolaan serta penetapan 
peruntukan hutan yang sesuai dengan fungsinya.  
2. Pengembangan konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Hal ini 
sangat penting guna menunjang sistem kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman plasma nutfah dan menjamin pelestarian pemanfaatan 
jenis dan ekosistem dalam rangka meningkatkan mutu hidup bangsa 
Indonesia.  
3. Meningkatkan usaha rehabilitasi sumber daya alam hutan, tanah dan air 
antara lain melalui reboisasi, penghijauan dan pengawetan tanah yang 
diarahkan kepada pengembangan wilayah terpadu menurut daerah aliran 
sungai.  
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4. Meningkatkan produksi kehutanan untuk memperluas lapangan kerja dan 
menunjang pembangunan industri yang dapat memperbesar penghasilan 
devisa melalui ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.  
5. Penyempurnaan dan pemantapan aparatur dan sarana untuk meningkatkan 
daya kemampuan melaksanakan kegiatan pengelolaan pembangunan agar 
tercapai efisiensi, efektivitas dan mutu kerja yang tinggi dalam rangka 
mencapai hasil pembangunan yang optimal.  
6. Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap 
pembangunan kehutanan.  
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan 
lintas disiplin ilmu untuk dapat mengatur dan mengelola penggunaan lahan 
secara bijaksana. 
4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
 Dinas Kehutanan provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan 
bidang kehutanan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan 
wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil 
Pemerintah dalam rangka dekosentrasi. 
 Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempunyai beberapa satuan kerja yang 
tercantum dalam susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yaitu : 
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas 
mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
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daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan 
serta pelaksanaan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah 
kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. 
Kepala Dinas Kehutanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Gubernur. Adapun tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu: 
a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan. 
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 
kehutanan. 
c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan. 
d. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang kehutanan. 
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
2. Sekretaris  
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 
kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, 
hukum, organisasi, ketatalaksanaan dan keamanan. 
Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. Adapun tugas sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu: 
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. 
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan. 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol. 
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d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-
undangan. 
e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas, 
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dan 
mengkoordinasikannya dengan biro hukum, organisasi dan tatalaksana. 
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
3. Bidang Planologi Kehutanan 
Kepala Bidang Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencaan kehutanan, 
meliputi penyusunan rencana kehutanan, inventarisasi dan perpetaan hutan, 
pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah 
pengelolaan hutan. 
Kepala Bidang Planologi Kehutanan berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Planologi 
Kehutanan yaitu: 
a. Melaksanakan penyiapan kebijakan bidang kehutanan daerah meliputi 
penyusunan rencana dan statistik kehutanan. 
b. Melaksanakan kebijakan bidang kehutanan, inventarisasi dan perpetaan 
hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta pembentukan 
wilayah pengelolaan kawasan hutan. 
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 
penyusunan rencana dan statistik kehutanan, inventarisai dan perpetaan 
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hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta pembentukan 
wilayah pengelolaan kawasan hutan. 
d. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan penyusunan 
rencana dan statistik kehutanan, inventarisasi dan perpetaan hutan, 
pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta pembantukan wilayah 
pengelolaan kawasan hutan. 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 
4. Bidang Pemanfaatan Hutan 
Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan, pekerjaan dan kegiatan pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan 
tanaman dan pemanfaatan hutan tanaman rakyat dan hasil hutan bukan kayu. 
Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas dari bidang pemanfaatan 
hutan yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan dan program bidang pemanfaatan hutan. 
b. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang 
pemanfaatan hutan. 
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengedalian kegiatan di 
bidang pemanfaatan hutan. 
d. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelporan di bidang pemfaatan 
hutan. 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 
 
54 
 
5. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan 
Kepala Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas 
melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan 
penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta penatausahaan peredaran dan 
pengolahan hasil hutan. 
Kepala Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas dari bidang 
pengolahan dan peredaran hasil hutan yaitu: 
a. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan penatausahaan hasil hutan 
dan iuran kehutanan serta penatausahaan peredaran dan pengolahan hasil 
hutan. 
b. Membuat pedoman pelaksanaan kegiatan penatausahaan hasil hutan dan 
iuran kehutanan serta penatausahaan peredaran dan pengolahan hasil 
hutan. 
c. memberikan dukungan penyelenggara kegiatan penatausahaan hasil hutan 
dan iuran kehutanan serta penatausahaan peredaran dan pengolahan hasil 
hutan. 
d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 
penatausahaan peredaran dan pengolahan hasil hutan. 
e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan regulasi penatausahaan hasil hutan 
dan iuran kehutanan serta penatausahaan peredaran dan pengolahan hasil 
hutan. 
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f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penatausahaan hasil hutan 
dan iuran kehutanan serta penatausahaan peredaran dan pengolahan hasil 
hutan. 
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
6. Bidang Perlindungan Hutan 
Kepala Bidang Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan, pekerjaan dan kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan, pengawasan 
eksploitasi hutan, kebakaran hutan dan  perlindungan hutan.   
Kepala Bidang Perlindungan Hutan berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas dari bidang perlindungan 
yaitu: 
a. Menyusun rencana kerja dan program bidang perlindungan hutan. 
b. Melaksanakan rencana kerja dan program kegiatan bidang perlindungan 
hutan. 
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 
bidang perlindungan hutan. 
d. Membantu kepala dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan bidang perlindungan hutan. 
e. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang 
perlindungan hutan. 
f. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor dengan instansi 
terkait yang berkaitan dengan bidang perlindungan hutan. 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 
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Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan penting sebagai penyerasi 
dan penyeimbang lingkungan global. Untuk itu keterkaitannya dengan dunia 
internasional menjadi sangat penting dengan mengatas namakan kepentingan 
nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan ditujukan bagi 
kesejahteraan masyarakat dalam bentuk baik, benar dan pembangunan 
berkelanjutan (suistable development). 
Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti 
pelatihan, pemberdayaan masyarakat, perbenihan, rehabilitasi, konservasi dan 
pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan Taman Hutan Raya 
serta pengelolaan hutan di tingkat tapak, Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis 
pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut 
diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Berikut ini adalah Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Riau : 
a. UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat. 
b. UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan. 
c. UPT  KPHP Model Minas Tahura. 
d. UPT KPHP Tasik Besar Serkap. 
Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut adalah sebagai 
berikut :  
a. Susunan Organisasi UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan 
Masyarakat terdiri dari: 
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a) Kepala. 
b) Sub Bagian Tata Usaha. 
c) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan. 
d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 
b. Susunan Organisasi UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan terdiri 
dari: 
a) Kepala. 
b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c) Kepala Seksi Benih. 
d) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Hutan. 
c. Susunan organisasi UPT KPHP Minas Tahura terdiri dari : 
a) Kepala. 
b) Sub Bagian Tata Usaha. 
c) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan. 
d) Seksi Perlindungan. 
d. Susunan organisasi UPT KPHP Tasik Besar Serkap : 
a) Kepala. 
b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c) Kepala Seksi Perencanaan. 
d) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan. 
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4.7 Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
 
 
KEPALA DINAS 
KELOMPOK 
JABATAN 
FUNGSIONAL 
SEKRETARIS 
SUB 
PERENCANA
AN 
PROGRAM 
SUB BAGIAN 
KEUANGAN 
DAN 
PERLENGKA
PAN 
SUB BAGIAN 
UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
BIDANG 
PENGOLAHAN 
DAN PEREDARAN 
HASIL HUTAN 
BIDANG 
PERLINDUNGAN 
HUTAN 
Seksi Pengolahan 
Hasil Hutan 
Seksi Peredaran 
Hasil Hutan 
Seksi 
Penatausahaan 
Hasil Hutan 
Seksi Pengamanan 
Hutan 
Seksi 
Penanggulangan 
Kebakaran Hutan 
Seksi Perlindungan 
Hutan 
UPT. PELATIHAN 
KEHUTANAN DAN 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
UPT. 
PEMBENIHAN, 
REHABILITASI 
DAN KONSERVASI 
Sub Bagian Tata 
Usaha 
Seksi Pelatihan 
Kehutanan 
Seksi 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Sub Bagian 
Tata Usaha 
Seksi 
Pembenihan 
Seksi 
Rehabilitasi dan 
Konservasi 
BIDANG 
PLANOLOGI 
KEHUTANAN 
BIDANG 
PEMANFAATAN 
HUTAN 
Seksi Rencana 
Umum 
Kehutanan 
Seksi Perpetaan 
dan Inventarisasi 
Kehutanan 
Seksi 
Penatagunaan 
Hutan 
Seksi 
Pemanfaatan 
Hutan Alam 
Seksi 
Pemanfaatan 
Hutan Tanaman 
Seksi 
Pemanfaatan 
Hutan Tanaman 
Rakyat Dan 
Hasil Hutan 
Bukan Kayu 
UPT KPHP MINAS 
TAHURA 
UPT KPHP MODEL 
TASIK BESAR 
SERKAP 
Sub Bagian Tata 
Usaha 
Seksi Perencanaan 
Pemanfaatan dan 
Penggunaan 
Kawasan 
Seksi Rehabilitasi 
dan Perlindungan 
Hutan 
Sub Bagian Tata 
Usaha 
Seksi Perencanaan 
Pemanfaatan dan 
Penggunaan 
Kawasan 
Seksi Rehabilitasi 
dan Perlindungan 
Hutan 
